
a. pengawasan • • • •

: Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektlf ke dalam
tubuh aparatur Pemerintah eli dalam lingkungan masing-masing
secara terus-menerus dan menyeluruh dalam bentuk :

: 1. Para Menteri;

2. Pangkl.ImaAngkatan Bersenjata/Pangklima Komande Operasi

Pemulihan dan Ketertiban;

3. Jakaa Agung;

4. Gubenur Bank Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara;
7. Para Gubemrr Kepala Daerah Tingka t I.

MENGINSTRUKSIKAN

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ]asar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 14A 'rabun 1980 tentang Pe1aksa~

an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana t,­
lab diubah dengan Keputusan Presiden Nomer 18 'rahun 19(31;

3. Keputusan Presiden Nom,r 31.Tahun 1983 tentang Badan Pe -
ngawasan Keuangan dan Pembangunan.

b. bahwa agar kegiatan pengawasan dapat meneapad aasaran jan

hasil yang dihar~pkan, dipandang perlu untuk menetapkan

Instruksi Presiden mengenai garis besar tata kerja penga­

wasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan.

,Untuk

PERTAMA

Kepada

Mengingat

J.VIenimbang : a. bahwa pengawasan merupakan salan satu unsur penting dalam

rangka peningkatan pendayagunaan aparatur Negara dalam pe

laksanaan tugaa-tugas umum pemerintahan dan pembangunan

menuju terwujutnya pemerintahan y~g bersih dan berwibawa;
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LAMPlRAN ......

SOEHARTODisalin sesUai aslinya oleh
SEKRE.'l'ARIAT KABINET R • I

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan
ttd.

Drs. Poedjo Moeljono, S.H.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4Oktober 1983

PBESIDEN REPUBLIK INDONmIA
ttd

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dit~tapkan •..

: Memperhatikan dan mempergunakanpe.tunjuk-petunjuk dalam pedo­

man pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam lampiran ins­
truksi Presiden ini.

yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi,penyalahgunaan w~

wene,ng, kebocoran dan pemborosan kekayaan Negara, pungutan

liar, dan tindakan penyelewengan lain, baik yang melangga.r

peraturan perundang-undangan yang beralaku IDB:upunyang ber­
tentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang ada eerta
menghambat pembangunan ,

: Berdasarkan hasil-hasil pengawasan mengambil 1angkah-Iangkah
yang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang­

an yang berlaku untuk :
a. Menyempurnakanuns~ aparatur di bidang kelembaga.a.n.kepega­

waian, dan ketatalaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tu­
gas-tugas umum pemerinta.ha.n dan pembangunan, dengan berpe~

kepada prinsip daya guna dan hasil guna;

b. Melakukan penindakan penertiban dan penindakan secara umum. -.

b. pengawasan yang dilakukan 'o'Lehaparatur penga.wasani'ungsional

yang bersangkutan.

a. pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan masing-mas_ing

satuan organisasi/satuan kerja terhadap bawahannya•

,- 2 - .

KEmPAT

KmIGA

KEDUA

....



b. Pengawasan••••

b. agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan ren­

cana dan program Pemerintah serta peraturan perundang- un

dangan yang ber1aku sehingga tercapai sasaran yang dite­

tapkan;

c. agar hasil-hasil pembangunan dapat dini1ai seberapa'jauh

tercapai untuk memberi umpan .beLak berupa pendapat,kesim

pulan, dan saran terhadap kebijaks~naan, perencanaanrpem

binaan, dan pe1aksana2n tugas umum pemerintahan dan pem­
bangunan;

d. agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebo

cozan,''dan peny.i.mpanqandalam peng9,~naanwewenang,tenaga,'. .
uang, d~n perlengkapan milik N~gar~r sehingga dapat ter-

bina'aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, ber-hasil

guna, dan berdaya·guna•
. p 'asal" 2

(1) pengawhsan terdiri dari

a. Pengawasan yahg d~l~k~kan bleh ~im9inan/atasan l~ngsung

baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;•'...J

U MUM
P a .s all

(1) Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pe-

1a~sanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunano

(2) Da1am merencanakan dan melaksanakan pengawasan per1u Qiper­

hatikan hal-hal berikut:

ao agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara

tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber-

1aku serta berdasarkartsendi-seridi'kewajaranpenyelenggara

an pemerintahan agar t~rcapai daya guna, hasil guna, dan

tepat guna yang sebaik-baiknya;
...

BAB I

PEDOMAN PENGAWASAN

15 TAHUN 1983
4 OKTOBER 1983

NOMOR
TANGGAL

LA·MP.IRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK nmoNESIA

/
I
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e. rnelalui.~

an yang jelas dari atasan kepada bawahan;

pula;

b. melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituang­

kan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pe­

laksanaannya oleh bawahan yang menerima pelirnpahan wewe­

nang dari atasan;

c. melalui ren6ana kerja yang rnenggambarkan kegiatan yang

harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan

tersebut, dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta

sasaran yang harus d;cap~inya;

do melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksana

jelaspembagian tugas dan fung~i beserta uraiannya yang

Pasal 3

(1) Pimpinan semua, satuan organisasi pemerintahan, termasuk pro­

yek pembangunan di lingkungan Departernen/Lembaga/lnstansi

lainnya, rnenciptakan pengawasan malekat dan meningkatkan rnu

tunya di dalam lingkungan tugasnya masing-rnasing.

(2) Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:

a. melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan

BAB II

PENGAWASAN ATASAN LA~GSUNG

....

b. Pengawasan yang dilakukan·secata fungsional ci>lehaparat

pengawasane

(2) Ruang lingkup pengawasan meliputi

a. Kegiatan umum pemerintahan;

b. Pelaksanaan rencana pembangunan;

Co Penyelenggaraan,pengurusan dan pengelolaan keuangan da~

kekayaan Negara;

do Kegiatan badan usaha milik Negara dan badan usaha milik

Daerah;

e. Kegiatan aparatur pemerintah di bidang yang mencakup ke

lembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

;;,.
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di Daerah

Pasal 4
(1) Kebijaksanaan pengawasan digariskan oleh Presiden.
,(2) Waki~ Presiden secara terus menerus memimpin dan mengikuti pe

laksanaan pengawasano

(3)Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Industri, dan Pengawasan
Pembangunan, selanjutnya disingkat MENKO EKUIN & WASBANG,meng
koordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan pengawasan dimaksud
ayat (1) 0

(4) Pelaksan~an pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional di­
lakukan oleh :

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya di
singkat BPKP yang bertugas:
i. merumu~kan rencana dan program pelaksanaan pengawasan

bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daera~ sesuai dengan ketentuan dimaksud ayat(3):

ii. melakukankoordinasi,teknis pekaksanaen pengawasanyang diseleng-
gar~an oleh aparatpengawasandi Departemen,lembaga Pemerintah
Non Departemen,dan !r)stansiPemerintahlainnya baik Pusatmaupun

•

..
BAB III

PENGAWASAN FUNGSIONAL

e. melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang me-'
rupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi, yang
diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan per
tanggungjawaban, haik mengenai pelaksanaan tugas maupun me
ngenai pengelo!aan keuangan;

f. melalui pembinaan personil yang terus-menerus agar para pe
laksana mendadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik
tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan tidak me1akukan tin
dakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tu
gasnya.

(3)Adanya aparat pengawasan fungsional dalam suatu satuan organi
sasi pemerintahan tidak mengurangi pelaksanaan dan p!!ningkatan
pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh atasan terhadap
~bawahano

i:t.
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c. Untuk 0 0 0 Q

Pasal 5
Kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan Rencana Program

Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun sebagai berikut:

a. Aparat pengawasan fungsional menyusun rencana kerjanya da

lam bentuk Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan se~uai

dan sejalan dengan petunjuk MENKO EKUIN & WASBANG;

b. Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan terse~ut disu~un

oleh BPKP menjadi Progr.amKerja Pengawasan Tahunan, setelah

be~konsultasi dengan aparat pengawasan fungsional yang ber­

sangkutan dengan berpedoman kepada petunjuk-petunjuk yang
diberik~n bleh MENKO EKUIN & WASBANG~

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL

dengan tugas dan fungsinya;

b. Inspektorat Jende~al Departemen, Aparat Pengawasan Lernbaga

PernerintahNon Departernen/lnstans{Pemerintah lainnya yang

melakukan pengawasan terhadap kegiatan urnumpernerintahan

dan Pernbangunandalarnlingkungan Departemen/Lembaga Pernerin

tah Non Departemen/lnstansi Pernerintahyang bersangkutan;

c. Inspektorat Wil?yah Propinsi yang roelakukanpengawasan umum
atas jalannya pemerintahan Daerah, baik yang bersifat rutin

maupun pe~bangunan;

d. Inspektorat Wilayah ~abupaten/Kotamadya yang melakukan pe­

ngawasan atas jalannya pemerintahan Daerah dan pemerintahan

Desa di Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan ,ba~kbersifat

rutin maupun pembangunano

(5) Atas petunjuk Presiden dan Wakil Presiden, Inspektur Jenderal

Pembangunan melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pemba~_

ngunan sektoral, INPRES Bantuan Desa maupun Proyek-proyek Daerah.

iii. melakukan sehdi~i pengawasan dan pemeriksaan sesuai.
i .tdalam angka

di Daerah sesuai d~ngan rencana dan program dimaksud
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(2) Pengawasan ••••

."\

Paaal 7
(l)Disamping pengawasan berencana menurut Program Kerja Pengawas

an Tahunan dimaksud dalam Pasal 5 dapat pula dilakukan penga­
wasan khusus terhadap penyimpangan-penyimpangan dan/atau masa
lah-masalah dalam bidang administrasi di lingkungan aparatur
pemerintahan yang dinilai mengandung dampak yang luas terha­
dap jalannya pemerintahan ~an kehidupan masyarakat •

..

Posal 6
Pelaksanaan pengawasan dimaksud Pasal 5 dilakukan secara berjen
jang menurut tata kerja sebagai berikut
a.·aparat pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan berda­

sarkan petunjuk Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non De­
partemen/Pimpinan Instansi masing-~asing yang bersangkutan,
sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan;

b. pelaksanaan pengawasan dimaksud dikoordinasik~n secara tek­
nis oleh Kepala BPKP sesuai dengan Program Kerja Pengawasan
Tahunan;

c. hasil kegiatan pengaw~san yang dilakukan oleh aparat penga­

wasan fungsional dibahas secara umum oleh MENKO EKUIN & WAS
BANG dengan Kepala BPKP serta aparat pengawasan lainnya yan~
dUmggap perLu:

d. hasil pembahasan dimaksud dalam butir c, dipergunakan sebagai
bahan MENKO EKUIN & WASB·ANGuntuk memberikan petunjuk-petunjuk
bagi penyusunan·rencana Program Kerja pengawasan Tahunan se­
suai prioritas yang ,berlaku bagi seluruh aparat pengawasan
fungsional.

I

c. Untuk menjamin keserasian dan keterpaduan pelaksanaan pe-
t'

ogawasan. Kepala BPKP memberikan pertimbangan kepada Menteri
Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasional/

Ketua BAPPENAS mengenai anggaran pelaksanaan Program· Kerja
Pengawasan Tahunan dimaksud pada huruf b.

~..

.- 7 -



vlakil

Pasal 11.
(1) Dalam merumuskan kebijaksanaan pengawasan dan ·secara terus

menerus memimpin daa mengikut·ipelaksanaannya D ••••••••••••••••

. BAB IV
KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

[<'UNGSIONAL

Pasal 10

Kepala BPKP mengikuti kegiatan dan perkembangan pelaksanaan pe­
ngawasan baik yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawas
an Tahunan maupun pengpwasan khusus.

Pasal 9

T~ta cara pelaksanaan pengawasan bagi masing-masing bidang me­
nurut ruang li~gkup pengawasan dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2)

'ditetapkan oleh Kepala BPKP•.

pengawasan t.er hadap hal...hal tertentu atas petunjuk Presiden

dan/atau Wakil Presiden.
(2) Hasil pengawasan dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada

Presiden dan Waki1 Presid~n'deng~n ~embus~n k~pada MENKO
EKUIN & WASBANG dan Kepala BPKP.

Pasal 8

(1) Inspektur Jend,eralPembangunan dapat melaksanakan kegiatan
, ...

(Z) Pengawasa-?khusus tersebut da1am ayat (1) dapat di1akukan
o1eh BPKP.sehdiri atau oLeh team pemeriksaan gabungan{yang
dibentuk oleh KepaLa BPKI?) yang terdiri dari berbagai apa­
rat pengawasan Pemerintah Pusat;dan/atau Pemerintah i:laerah
dipimpin oleh pejabat BPKP. . ~-

(3) Penetapan pengawasan khusus dan pembentukan team pemerik­

saan gabungan dimaksud da1am ayat (1)dan (2) dilakukan
dengan Keputusan MENKO EKUIN & WASBANG atau Keputusan Ke­
pala BPKP sesuai dengan luas lingkup pengawasan khusus ter
sebut.

,
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(3) Koordinasi

Pasal 13
(1) Perencanaan program pengawasan di Daerah dan pelaksanaannya

oleh aparat pengawasan di Daerah dikoordinasikan oleh Kepala
Perwakilan BPKP yang bersarigkutan.

(2) Dalam me1aksanakan tugasnya tersebut ayat(l) dan tugas-tugas
lainnya Kepala Perwakilan BPKP berada dibawah koordinasi Kepa
1a Wilayah sebagaimana dimaksud dalam undang-u?dang Nomor 5
T~hun 1974 bes~rta Penjelasannya.

_

lah-masalah pelaksanaan teknis operasional pengawasan, di ting
kat Departemen/Lembaga Pemerintah Noh Departemen/lnstansi Peme

rintah lainnya dan di tingkat Daerah.

Pasa1 12
Rapa-rapat koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional sewaktu­

waktu dapat juga diadakan :
a. oleh MENKO EKUIN & WA'5BANG,dalam rangka membahas serta menye­

lesaikan masa1ah-masa1_ahyang bersangkutan dengan kebijaksanaan
pelaksanaan pengawasan, di tingkat Menteri/Pimpinan Lembaga Pe­
rnerintahNon Departemen/Pimpinan Instansi Pemerintah 1ainnya;

b. oleh Kepala BPKP dalam rangka membahas dan menyelesaikan masa

(2) Berdasarkan kebijaksanaan pengawasan dimaksud dalam ayat (1)
Wakil Presiden mengadakan rapat~rapat koordinasi pengawasan

yang dihadiri oelh:
a. Para'Menteri;
b. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/PANGKOP­

KAMTIB;
CO Jaksa Agung;
d. Para Pejabat lainnya yang dianggap per~u.

,

Wakii Presiden dibantu MENKO EKUIN & WASB~NG dan Kepa1a BPKP

- 9 -



(2) MENKO0 Q • 0 0 0 • • • •. '
_- .~.. - .... '"

!

~ ..- .....-~ ..;~.• , ," .'~._ ~ ~ I'" - • _ _ . r, . ... 1- ~ • ~ L. ('", .~, ".,.. - '.... • •• "1.
Basil ~'pel'aksanaa:n pen'gawasan 'baik~ berdasarkan "Program Kerja

• ....~. .... _.... "'., - A , ..... ..." .... " " ~ ;--;'), • ., ',.:e, r,,,, ,<'. "'!,' -: .~

Pengawa's'an Tahunan' maupun ·tier-das'atkan penqawasan khusus-,-' di.
L~pork;an cheh ~pa'rat \jen~a~l/as~n\ 'f1rigkional m-asing" ~ masing
kepada : ,~-
:a,..:Men.:t.eri/Pimpinan Lembaga..'Pemeriht;ah Non ~Del?artemenlPim'pi .

'nan Irtst;:ln:si' ,yang·,b~r's.angkuta_n: .d~ngan ..tempusan kepada -Ke
pala BPKPdiserta.i saran tindak Ianjut mengenai i?enyeIe-

\ saa an- mas.aLab.. yang t.er unqkap, da·ri padanyae ~,
b. MENkb.·~El{UIN-&1-' WA·SBAN.G..dan. Menteri/Pimpii?-an', Lembaga,~Peme­
,.' ri~,tath.N(;)Q D~partemenlP~mpinan Instansi Pemerintah yang
,_be+sa~gkut_an_,-,deng.an~.t~mbusan;·~epada- Kepala. BP.KP'i knusus
,-untuk, masa1:ah-y~mg mempunyai dampak .Luas, \ baik::..terhadap"
':~j?lann-Y~ pernerintah maupun., terhadap kehidupan-' m!35y~akat.-

(1)

. i ~<. .. '" '";:.' :..~....

BA'B -vr-
PELAPORAN PENGAWASAN FUNGSIONAL

(3) Koordinasi yanQ di1akukan oleh Kepa1a Wil2.yah tidak boleh
. bertentangan denqan ketentuan peratur_an pezundanq-eundanqan
yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan kebijak
sanaan,pengawasan yang ~itetapkan·oleh Kepa1a BPKPo

Pasai 14

(1) Perwakilan BPKPdi 1uar Negeri me1aksanakan tugas pengawas
an s'esuai dengan kebijaksanaan yang ditetap~an aleh Kepala

BPKPo
(2) organisasi Perwakilan BPKPdimaksud daiam ayat (1) berada

di bawah koordinasi administratif Kepaia Perwakilan Repub­
Iik Indonesia yang bersangkutano

(3) 'Kepaia Perwaki1an' Republik Indonesia daiam melaksanakap ko
ordinasi administratif dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh
bertentangan dengan .k~tentuan perundang-undangan yang ber- .
laku serta tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan
pengawasan yang di tetapkan aleh Kepala BPKP'o

10



b. tindakan ••••0

(1) Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/

Pimpinan Instansi 1ainnya yang bersangkutan, setelah menerima

1aporan dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mengambil

langkah-langkah tindak lanjut untuk menyelesaik~n masalah­

masalah yang diidentifikasikan dalam rangka pelaksanaan pe

ngawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

an yang berLaku ,

(2) Tindak lanjut dimaksud dalam ayat (I) dapat berupa:

ao-tindakan administrasif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian,termasuk penera

pan hukuman ddsi.oLin dimaJesudda1am -PeraturanPemeri-ntah~ -
No. 30 Tahun 1980 tentang P~raturan Disipl-inPegawai Ne-

geri Sipil.

BAS VII

TINDAK LANJUT PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasa1 15

.""

(2) MENKO EKUIN & WASBANG menyampaikan 1aporan hasil kerja pe­

laksanaan pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada

Wakil Presiden.

(3) Wakil Presiden sewaktu-waktu dapat meminta 1aporan dan pen­

jelasan mengenai pengawasan, baik dari MENKO EKUIN & WASBANG

dari Kepala BPKP maupun dari aparat pengawasan fungsional

lainnya.

(4) Dalam hal laporan dimaksud dalam ayat (3) diminta dari aparat

pengawasan fungsional, tembusan laporan yang bersangkutan di

sampaikan juga kepada MENKO EKUIN & WASBANG dan kepada Kepa-

1a BPKP.

(5) Sepanjang menyangkut kedudukannya sebagai dimaksud da1am Ke­

putusan Presiden Nomoi 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawas­

an Keuangan &an Pembangunan, Kepa1a BPKP menyampaikan lapor­

an berka1a mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada

Presiden dengan tembusan kepada Wakil Presiden, MENKO EKU~N

& WASBANG, dan Menteri/Sekretaris Negara.

r.
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(2 )

Pasal 18 ,.
- ,,~i' '1 t 'L t -." l • I! ~c..... ~. '.~: ~j.L r ~ r.~~.:;'~.' r. 0-. ) .;: .. .L·~

_P~I?X,1~~~gga~:~_a_~'1t~,I).~,~~,t_,anjutfersebut dalam Pasal 16 di

koordinasik2n oleh.MENKO EKUIN & WASBANG dan dibantu oleh
. r- L.:-: l.., I .;_ "'1 I " :_- . -:- ... ~. ": ~ .' _ J '.:- "',~ ~ ._ 0,-1 .~ ;.-~ .. - 1 ', '1_!; '..

Kepala BPKP..
I L ~-J. .. '1. ", __ ..1 '1 e"

IL.~?g~a~;-~~n9~~~!;,i~q~}5.t.~~j.l!~ ,yaXC7J._~,:i}a~~~~~nq_~~~,."p~r~__.
1,.~1~!l~.~~;{~.i_:~:~~_nc;~c~~"l~~~4~~T~~,~in:~.h,-~~r:p~,~ja~7!~o,m:~~/:.~r,-::.,
,?-~n9c~~-:~~:~~~g~.le,.~:~,~.\n\'S.~)_~f:>n,~~p,~~t~~~p/Pi~p~.n~.r:.I~~t~.n.
si lainnya dd.maksud .da.l am l?a~a1 15. diberitahukan 'kepada
t s : h' _,~-'<:-' .!:..~ .""=0 I.~":.~', J" !':1_ t: ~'t,i _!~ ........ ~ l:,))l ........ ,: .:. : ..

,M.e.~t~~r~~l_,N~gara,_~<7,nq}~ya~~n~~~:~_~i~~r~~?r_.~~gar~ ~h~~?-~ m..~-:'"
,-~y_ap~k~~.t~'1n,~~~~..n..}d~)in~.st!-"tt~f :Q.~P)~~q~~~kan p~~n?,~rI)p~,r;:'-L:;:.

:na':~~rapa,~at=~r~,f~"!1Fi~.t.~h\q_~!':l~I<;~;~ddala~, Ps:sa1 16 ayat
(2)huruf a dan huruf d dan kepada Kepa1a BPKP mengenai

tindakan dimaksud. d-ai·a'm-:"P~~'~l 16 ayet (2) huruf a ,b,c,d.

(1)

!. - ,,"~ .

E'asal 17

Tindak lanjut dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (2) huruf d yang

berhubungan dengan penyempurnaan ketatalaksanaan yang harus

ditetapkan/diatur dengan Keputusan Menteri /Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Depar~emen/Pimpinan Instansi lainnya,dilaku­

kan setelah berkonsultasi .dengan atau mendapat persetujuan
• • .t. .,~

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negarao

•

b. tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain

- tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali;

- tuntutan perbendaharaan:

- tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi,

dan lain-lain;

c. tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan per-·

karanya kepada Kepolisian Negarn Republik Indonesia dalam

hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Ke

pala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indi

kasi tindak pidana khu.sus ,seperti ker ups L ,dan lain-lainnya

d. tindakan penyempurnaan aparatur Pemerintah di bidang kelem

bagaan, kepeg~waian, dan ketatalaksanaan.i

- 12 -
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MENKO EKUIN & W1\SB1\NGdan Menteri Keuangan mengatur hal-hal
yang diperlukan agar Kepa1a BPKP atau petugas yang ditunjuk

nya dapat memperoleh bahan'untuk meyakinkan kebenaran jum­
lah penerimaan pajak, bea, cukai, dan"penerimaan Negara la­
innya yang menyangkut seseorang atau'badan hukum.

Pasal 22"

BAB VIII
LAIN - L1\IN
,Pasal 21

Tata cara baru pengadministrasian keuangan Negara termasuk
pembukaan rekening-rekenino:;;pada Bank; dikonsultasikan ter-

I

lebih dulu oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non De-
partemen/Pimpinan Instansi yang bersangkutan kepada ~epala
BPKP.

Pasal 20
Perkembangan penyelesaian tindak lanjut dimaksud da1am Pasal.
16 dan 17 di1aporkan keseluruhannya 'secaraberkaia oieh MENKO

EKUIN & WASBANG dan Menteri Negara Pendayagunaan ~paratur Ne­
gara kepada Presiden'dengan tembusan kepada Wakil Presiden.

(1) Penye1esaian tindak lanjut masalah yang berhubungan dengan

tindak pidana dikonsu1tasikan o1eh Kepala BPKP dengan Kepa­
la Kepolisian Republik.Indonesia dan/atau Jaksa hgung.

(2) Kepala BPKP menyampaikan laporan tindak lanjut dimaksud
da1am ayat (1) serta penyelesaian masa1chnya kepada MENKO

EKutN & WASBANG datiMenteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen/Pimpinan Instansi lainnya yang bersangkutan.

.. Pasa1 19
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